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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah

a. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh mengenai Transaksi
Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Figh Muamalah. Jurnal ini
membahas tentang jual beli dropshipping yang dikaji menurut figh
muamalah. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dropshipping tidak dilarang
dalam Islam karena sudah menjadi kebiasaan saat ini. Dropshipping bisa
dijalankan dengan menggunakan akad salam, wakalah ataupun samsarah.

b. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Enny Puji Lestari mengenai Risiko
Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. Jurnal ini
membahas tentang risiko yang terjadi pada pembiayaan dengan akad
istishna yang terjadi di Bank Umum Syariah. Kesimpulan dari jurnal ini
yaitu dengan menggunakan alat mitigasi bank dapat meminimalkan risiko
terjadinya moral hazard.

c. Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Mujiatun mengenai Jual Beli Dalam
Perspektif Islam : Salam dan Istishna’. Jurnal ini membahas tentang jual
beli salam dan istishna’ dalam perspektif Islam. Kesimpulan dari jurnal ini
yaitu penulis hanya ingin memberikan penjelasan mengenai jual beli salam
dan istishna’.

d. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ali Amin Isfandiar mengenai Analisis

Figh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya



Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal ini membahas tentang Hybrid
Contract Model pada lembaga keuangan syariah. Kesimpulan dari jurnal
ini yaitu hybrid contract model pada bank syariah menganut pada
kontruksi akad bergantung atau bersyarat dan kontruksi akad sejenis.

e. Kelima, jurnal yang ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin
bin Ab Ghani mengenai Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan
Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. Jurnal ini membahas tentang
perspektif fikih terhadap akad jual beli dan implementasinya dalam
penerbitan sukuk, sukuk korporasi dan sukuk negara (SBSN). Kesimpulan
dari jurnal ini yaitu di Pasar Modal Indonesia penerbitan sukuk korporasi
menggunakan dua jenis akad yakni, akad Mudharabah dan ljarah.

2. Skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah

a. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Musthofa mengenai Analisis Terhadap
Praktik Jual Beli Istishna’ Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa
Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di
Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi ini
membahas tentang kesesuaian praktik jual beli istishna’ pada produk
kerajinan yang ada di Kasongan Yogyakarta dengan fatwa DSN MUI.
Kesimpulan dari skripsi ini yaitu jual beli istishna’ pada jual beli kerajinan
di Kasongan sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sudah sesuai
dengan fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/1V/2000.

b. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Adif Rohman mengenai Implementasi Jual

Beli Padi Dengan Sistem Tebas Menurut Figh (Studi Kasus Di Desa



Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur).
Skripsi ini membahas tentang pandangan fikih terhadap implementasi jual
beli padi secara tebasan di desa Kranji kabupaten Lamongan. Kesimpulan
dari skripsi ini yaitu mengenai subjek akad dan akad (ijab kabul) yang
dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli padi dengan sistem
tebas di desa Kranji telah sesuai dengan ketentuan fikih. Namun apabila
ditinjau dari objek akad (padi) terbagi menjadi dua, yaitu apabila padi yang
diperjual belikan tersebut padi yang sudah kuning sah menurut fikih,
sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak
sah menurut fikih.

. Skripsi yang ditulis oleh Dima Fitriyani mengenai Kemitraan Usaha Burung
Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina

Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas). SKripsi ini

membahas tentang praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok
Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra. Kesimpulan dari jurnal ini
yaitu secara keseluruhan praktek kerjasama usaha burung puyuh di desa
Tambak Sogra sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

. Skripsi yang ditulis oleh Hari Gusnadi mengenai Implementasi Akad
Istishna’ Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada CV. Riau
Citrasoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas
tentang pelaksanaan pemesanan pembuatan Situs Website Pada CV. Riau
Citrasoft di Pekanbaru dengan akad istishna’, kendala dalam pelaksanaan

pemesanan pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft dengan



akad istishna’ di Pekanbaru dan pandangan ekonomi Islam terhadap
pelaksanaan akad istishna’ dalam pemesanan pembuatan Situs Website
Pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu
Kendala di CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru adalah modal awal
pembuatan produk, tenaga kerja yang ahli di bidang yang dibutuhkan.
Pelaksanaan akad Istishna’ pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru ini
menurut ekonomi Islam telah berjalan dengan baik, karena hal ini bisa
dilihat mulai dari sistem pemesanan produk, pembayaran uang muka,
pembayaran cicilan, sampai dengan pemberian perawatan pada masa
garansi yang telah ditetapkan dalam lembar akad/kontrak, namun ada juga
yang belum sesuai terutama pemesanan produk yang nilainya kecil yang
tidak tertulis.

e. Skripsi yang ditulis oleh Zunatul Mushofiyah mengenai Analisis Hukum
Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli
Anyaman Kepang Dengan Istishna’. Jurnal ini membahas tentang
keterlambatan Penyerahan Barang pada akad istishna’ dalam jual beli
anyaman kepang di desa Ringinharjo kecamatan Gubug kabupaten
Grobogan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Praktek jual beli anyaman
kepang di Desa Ringinharjo dilakukan secara pesanan, dalam figih disebut
dengan bai al istishna’. Keterlambatan penyerahan barang termasuk
kategori wanprestasi, hal itu dilarang dalam Islam.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang



Perbedaan

No Jurnal/Skripsi
Terdahulu Sekarang
1 | Muflihatul ~ Bariroh | Lokasi: IAIN | Lokasi: Muntilan
dengan judul | Tulungagung Substansi: Kajian figh
Transaksi Jual Beli | Substansi:  Kajian | muamalah tentang
Dropshipping Dalam | figh muamalah | akad istishna’
Perspektif Figh | tentang jual beli | Metode:  Kualitatif-
Muamalah dropshipping Deskriptif Lokasi:
Metode: Kualitatif- | Muntilan
Deskriptif Substansi: Kajian figh
muamalah tentang
akad istishna’
Metode: Kualitatif-
Deskriptif
2 | Enny Puji Lestari | Lokasi: STAIN Jurai | Lokasi: Muntilan

dengan judul Risiko
Pembiayaan Dalam
Akad Istishna Pada

Bank Umum Syariah

Siwo Metro
Substansi:  Risiko
pembiayaan dalam
akad istishna

Metode: Kualitatif-

Deskriptif

Substansi: Kajian figh
muamalah tentang
akad istishna’

Metode: Kualitatif-

Deskriptif




Perbedaan

No Jurnal/Skripsi
Terdahulu Sekarang
3 | Siti Mujiatun dengan | Lokasi: Universitas | Lokasi: Muntilan
judul Jual Beli Dalam | Muhammadiyah Substansi: Kajian figh
Perspektif Islam Sumatera Utara muamalah tentang
Salam dan Istishna’ | Substansi: Jual beli | akad istishna’
salam dan istishna’ | Metode: Kualitatif-
dalam perspektif | Deskriptif
Islam
Metode: Kualitatif-
Deskriptif
4 | Ali Amin Isfandiar | Lokasi: STAIN | Lokasi: Muntilan
dengan judul Analisis | Pekalongan Substansi: Kajian figh
Figh Muamalah | Substansi:  Kajian | muamalah tentang
Tentang Hybrid | figh muamalah | akad istishna’
Contract Model Dan | tentang hybrid | Metode: Kualitatif-
Penerapannya Pada | contract model Deskriptif
Lembaga Keuangan | Metode: Kualitatif
Syariah
5 | Eka Nuraini | Lokasi: Indonesia Lokasi: Muntilan

Rachmawati dan Ab
Mumin bin Ab Ghani

dengan judul Akad

Substansi:Kajian
fikih muamalah

tentang akad jual

Substansi: Kajian figh
muamalah tentang

akad istishna’




Perbedaan

No Jurnal/Skripsi
Terdahulu Sekarang

Jual Beli Dalam | beli di pasar modal | Metode: Kualitatif-
Perspektif Fikih Dan | Indonesia Deskriptif
Praktiknya Di Pasar | Metode: Kualitatif
Modal Indonesia

6 | Zainal Musthofa | Lokasi: Yogyakarta | Lokasi: Muntilan
dengan judul Analisis | Substansi:  Kajian | Substansi: Kajian figh
Terhadap Praktik | hukum Islam | muamalah tentang
Jual Beli Istishna’ | tentang jual beli | akad istishna’
Pada Produk | istishna’ Metode: Kualitatif-
Kerajinan Metode: Kualitatif- | Deskriptif
Berdasarkan Fatwa | Deskriptif
Dewan Syariah
Nasional No:
06/DSN-
MUI/IV/2000 (Studi
Kasus di  Sentra
Kerajinan Kasongan
Daerah Istimewa
Yogyakarta)

7 | Moh. Adif Rohman | Lokasi: Desa Kranji | Lokasi: Muntilan

dengan judul

Lamongan




Perbedaan

No Jurnal/Skripsi
Terdahulu Sekarang
Implementasi  Jual | Substansi:  Kajian | Substansi: Kajian figh
Beli Padi Dengan | figh tentang jual beli | muamalah tentang
Sistem Tebas | sistem tebasan akad istishna’

Menurut Figh (Studi
Kasus Di Desa Kranji
Kecamatan Paciran
Kabupaten

Lamongan Provinsi

Metode: Kualitatif-

Deskriptif

Metode: Kualitatif-

Deskriptif

Jawa Timur).

8 | Dima Fitriyani | Lokasi: Banyumas | Lokasi: Muntilan
dengan judul | Substansi:  Kajian | Substansi: Kajian figh
Kemitraan Usaha | fikih muamalah | muamalah tentang
Burung Puyuh | tentang  kemitraan | akad istishna’
Perspektif FIkih | saha burung puyuh | Metode:  Kualitatif-
Muamalah (Studi Metode: Kualitatif- | Deskriptif
Kasus Pada Kelompok o

Deskriptif

Ternak Bina Sentosa
Desa Tambak Sogra
Kab.

Kec. Sumbang,

Banyumas).




Perbedaan

dengan judul Analisis
Hukum Islam
Terhadap
Keterlambatan
Penyerahan Barang
Beli

Dalam Jual

Anyaman Kepang

Dengan Istishna’

Substansi:  Hukum
Islam terhadap jual
beli istishna’

Metode: Kualitatif —

Deskriptif

No Jurnal/Skripsi
Terdahulu Sekarang

9 | Hari Gusnadi dengan | Lokasi: Riau Lokasi: Muntilan
judul  Implementasi | Substansi:  kajian | Substansi: Kajian figh
Akad Istishna’ Dalam | ekonomi Islam | muamalah tentang
Pemesanan terhadap akad | akad istishna’
Pembuatan Situs | istishna’ Metode: Kualitatif-
Website Pada CV. | Metode: Kualitatif — | Deskriptif
Riau Citrasoft di | Deskriptif
Pekanbaru Menurut
Ekonomi Islam

10 | Zunatul Mushofiyah | Lokasi: Grobogan Lokasi: Muntilan

Substansi: Kajian figh
muamalah tentang
akad istishna’
Metode: Kualitatif-

Deskriptif

B. Kerangka Teoritik

1. Figh Muamalah




a. Pengertian Figh Muamalah

Muamalah menurut bahasa berasal dari kata 4lalas — Jalay - Jale
sama dengan wazan (timbangan): {elés — Jeléy — Jeléd yang artinya saling
bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.!

Sedangkan menurut istilah, muamalah merupakan peraturan-
peraturan yang dibuat Allah yang berkaitan dengan duniawi untuk
mengatur manusia dalam kehidupan sosial.2

b. Sumber Figh Muamalah
Sumber figh muamalah adalah sebagai berikut:
1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad yang sifatnya gadim, ‘azali, penuh hikmah,
diturunkan secara mutawatir, diawali surah al-Faatihah dan diakhiri
surah an-Naas, semua tersusun rapi dan ditulis dalam mushhaf dan
orang yang membacanya dianggap melakukan ibadah.?

Hukum-hukum Al-Qur’an terbagi menjadi dua garis besar.
Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama. Hukum ini terkait
kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara,
masyarakat, dan hubungan perorangan dengan lainnya, seperti hukum

bisnis, kenegaraan, keluarga, kepidanaan, dan sebagainya. Hukum-

! Panji Adam, Fikih..., hal. 5

2 1bid, hal. 6

3 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2012), hal:
51.



hukum Al-Qur’an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan
manusia di dunia dan di akhirat.*
Al-Qur’an merupakan sumber pertama figh muamalah. Dalam
Al-Qur’an terdapat segala hal yang berkaitan dengan ekonomi.’
2) Al-Hadis
Menurut etimologis Hadis adalah arti kabar, sesuatu yang baru,
kejadiaan, perkataan, cerita dan hikayat. Secara istilah hadis merupakan
perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang diriwayatkan Rasulullah
SAW setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi.®
Hadis merupakan sumber dalam perundang-undangan Islam
nomor dua setelah Al-Qur’an. Di dalamnya terdapat peraturan yang
mengatur tentang perekonomian Islam. ’
3) ljtihad
Al-Syaukani, Ibnu Syubki, al-Amidi, masing-masing dari
mereka menyatakan pengertian dari ijtihad. Berdasarkan pendapat yang
mereka kemukakan, dapat diambil hakikat dari ijtihad adalah sebagai

berikut:

a) ljtihad merupakan pengerahan daya nalar yang dilakukan secara

maksimal.
4 |bid.
5 Ibid., hal. 52
5 1bid.

" 1bid., hal. 55



b) Orang yang melakukan usaha ijtihad adalah orang yang derajatnya
telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut
dengan faqih.

c) Dari ijtihad memperoleh produk atau usaha yaitu berupa dugaan
kuat mengenai hukum syara’ yang bersifat amaliah.

d) Istinbath adalah cara-cara menempuh usaha ijtihad.®

¢. Ruang Lingkup Figh Muamalah

Figh muamalah terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ruang
lingkup muamalah adabiyah dan ruang lingkup ~muamalah
madiyah/maliyah. Ruang lingkup muamalah adabiyah merupakan segala
sesuatu yang berasal dari indera manusia yang berkaitan dengan peredaran
harta. Contohnya seperti ijab kabul, tidak ada keterpaksaan dari salah satu
pihak, saling meridhai, , kejujuran pedagang, penipuan, hak dan
kewajiban, pemalsuan, penimbunan.®

Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup madiyah/maliyah
merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan
dalam muamalah, seperti jual beli, jaminan dan tanggungan ,gadai,
pemindahan utang, perseroan atau perkongsian perseroan harta dan tenaga,
sewa-menyewa, upah, gugatan, beberapa masalah mu ashirah
(muhaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah
lainnya. 1

d. Prinsip Figh Muamalah

8 Ibid., hal. 56
% Panji Adam, Fikih..., hal. 9
10 Ibid.



Prinsip figh muamalah merupakan suatu hal yang penting dan
harus dipenuhi dalam menjalankan aktivitas yang ada kaitannya dengan
hak-hak kebendaan dengan sesama manusia.!* Prinsip-prinsip figh
muamalah adalah sebagai berikut:

1) Mubah
Dalam Islam prinsip dasar dalam bermuamalah adalah mubah
atau boleh. Hal ini berdasarkan kaidah figh:
b oad e ddall Jy s LY e La Y ) b da Y
“Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada
dalil yang menyatakan keharamannya”.'?
2) Halal
Dalam bermuamalah, benda yang menjadi objek transaksi
harus suci zatnya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 88 sebagai
berikut:
O XY ) G Wi Gal) SR
“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan
bertawakallah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman”.*®
3) Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah
Prinsip yang berlaku dalam Islam adalah mengerjakan transaksi
harus berdasarkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat dan

peraturan pemerintah. Melakukan transaksi yang melawan hukum yang

11 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), hal. 4
12 1hid.
3 1bid., hal. 5



ditetapkan atau bertentangan dengan ketentuan syariat dinilai tidak sah.
Hal ini berdasarkan QS An-Nisa’ ayat 59 sebagai berikut:
K W1 3150 s T Ty Al a1 55 1 G 3 a3
“Hai orang yang beriman ta’atilah Allah dan Rasul serta para
Pemimpinmu”.*
4) Asas Manfaat
Setiap benda yang menjadi objek transaksi harus mempunyai
manfaat. Dalam Islam, melakukan transaksi yang akan mendatangkan
kesia-siaan terhadap benda tidak dibenarkan. Kesia-siaan merupakan
sikap mubazir dan termasuk saudara setan orang yang melakukan
tindakan mubazir. Hal ini sesuai dengan QS Al-Isra’ ayat 27 sebagai
berikut:

158 450 SR (85 = oulall § 53 ) 1588 G, 20D &)
“Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah
saudara setan dan setan itu terhadap tuhannya ingkar”.®

5) Asas Maslahat
Asas maslahat merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan
syariat (magashid syariah) yaitu memberikan kemaslahatan serta untuk
menghindari kemudaratan atas transaksi yang dilakukan. Hal ini sesuai
dengan kaidah figh sebagai berikut:

b Ll Gl e sl s Ll ¢ o

4 1bid., hal. 6
15 1bid.



“Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada
menarik manfaat” 16
6) Asas Kerelaan
Dalam Islam, setiap melakukan akad atau transaksi harus
didasari dengan suka sama suka atau kerelaan satu sama lain. Kedua
belah pihak tidak merasa terpaksa atau terimidasi dalam melakukan
setiap transaksi. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa’ ayat 29 sebagai

berikut:

155 o 583 085 o V) I b oS5 &1 5 TR E Y T e 6y 81G T
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan cara yang tidak sah keccuali melalui
perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu”.%’

7) Niat
Niat adalah sesuatu yang menjadi penentu dari suatu perbuatan,
karena segala sesuatu tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan hadis
nabi sebagai berikut:
i Al oy - it 6 ek G Ok ol (alds 0 dadle

W) >> U5 — ol ade alll o — alll I it I3 ikl e

18 1bid., hal. 7
17 1bid.



G I A ae CAIE Bad ¢ 53 L (s al CRI )5 ¢ el e
<<all 53 B L ) Aags A sl ) 5l ks

Al-Qamah ibn Waqash al-Laits berkata saya mendengar Umar ibn al-
Khatab r.a. yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar
Rasulullah Saw. berkata: “Hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai
dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa
yang diniatkan, barangsiapa yang berhijrah karena dunia atau
perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu sesuai dengan
hijrah yang diniatkannya™.!8

8) Asas Tolong-Menolong

Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan orang
lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Maka dari itu, tolong
menolong sesama manusia harus dikembangkan dalam setiap aspek
kehidupan. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

O3l s By I 15565 Y e o8l 5l e 155
“Saling tolong menolonglah kamu dalam kbaikan dan takwa dan
janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan

permusuhan”.t®

e. Jenis-Jenis Muamalah

Adapun jenis-jenis muamalah adalah sebagai berikut:

1) Jenis muamalah yang langsung ditunjukkan oleh nash (Al-qur’an dan

As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu. Misalnya mengenai
tentang keharaman riba. Haramnya riba tidak bisa diubah dan tidak

menerima perubahan karena ketentuannya bersifat permanen.

18 1bid., hal. 9

19 1bid.



2) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash. Jenis
muamalah ini secara keseluruhan diserahkan kepada hasil ijtihad para
ulama. Allah SWT memberikan kebesaran rahmat dalam bentuk
muamalah kedua ini. Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat
Islam untuk melakukan berbagai jenis muamalah yang sesuai dengan
tuntutan zaman, kondisi, dan tempat. Dengan tujuan untuk memenuhi
kemaslahatan. %

2. Akad
a. Pengertian Akad
Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perjanjian, perikatan dan
pemufakatan al-ittifag. Menurut terminologi figh, definisi akad adalah:
adaa e il g shma 4k o U3 s b

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan

penerimaan akad) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh

pada obyek perikatan.?

Dalam figh, pengertian akad secara umum adalah tekad seseorang
untuk melaksanakan sesuatu yang berasal dari satu pihak , seperti talak,
wakaf, sumpah, ataupun yang berasal dari dua pihak, seperti sewa
menyewa, gadai, jual beli dan wakalah.??

Adapun pengertian akad secara khusus adalah kesetaraan antara ijab

(pemindahan kepemilikan atau pernyataan penawaran) dan kabul

20 Mardani, Figh..., hal: 51.
21 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hal: 97
22 Mardani, Figh..., hal. 72



(pernyataan penerimaan kepemilikan) yang mempengaruhi sesuatu dalam
ruang lingkup yang disyariatkan.?

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan
suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum yang dinyatakan dalam
kesepakatan. 24

b. Rukun dan Syarat Akad
1) Rukun Akad
Menurut Hanafiyah, rukun adalah
s A AL e ja S e (Ll dsa g adle a8 g L
“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia
merupakan bagian dari hakikat sesuatu”?
Sedangkan menurut jumhur fugaha’ selain Hanafiyah rukun adalah:
Adga A o e Ja OSoal Ol sl d g g adde BB L
“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan
bagian dari hakikat sesuatu.?
Kalangan jumhur fugaha mendefinisikan rukun akad ada tiga
yaitu orang yang berakad (agidain), objek akad (ma 'qud alaih), dan ijab
dan kabul (shighat agad).?’

2) Syarat Akad

2 |hid.

24 |bid.

25 Rozalinda, Fikih..., hal. 46
26 |bid., hal. 47

27 |bid.



Pengertian syarat adalah:

CREL e LA T Ja 0 S ¢ el 3 g e BB iy La s L)
“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan
bagian dari hakikat sesuatu”.?8

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

a) Orang yang berakad (Akid), mempunyai kemampuan (ahliyah) dan
mempunyai kewenangan (wilayah). Sehingga apabila melakukan
akad seseorang harus mempunyi kewenangan melakukan akad.?®

b) Objek Akad (Ma’qud ‘alaih) syaratnya adalah:

(1) Ketika akad, sesuatu yang diakadkan ada. Jika ketika akad
sesuatu yang diakadkan tidak ada maka tidak sah.

(2) Objek akad merupakan sesuatu yang suci, tidak najis atau benda
yang bercampur najis (mutanajis) yang diperbolehkan syariat.

(3) Ketika akad, objek akad dapat diserahterimakan. Apabila ketika
serahterima namun barang tidak ada, maka akadnya batal.

(4) Pihak-pihak yang berakad mengetahui objek yang diakadkan.*

(5) Objek memiliki kejelasan kegunaan dan memiliki manfaat
berupa materi ataupun immateri.3

¢) ljab dan kabul (shighat akad) adalah sesuatu yang berasal dari dua

orang yang melakukan akad .2

28 1bid.
29 1bid.
% 1bid., hal. 50
31 1bid., hal. 51
32 1bid.



c. Asas Berakad Dalam Islam
Dalam Islam ada tujuh asas dalam berakad. Asas tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Asas lllahi
Nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan) tidak akan pernah lepas dalam
kegiatan muamalah. Dalam bermuamalah, manusia mempunyai
tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada
masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, dan tanggung jawab
kepada Allah SWT. Dengan demikian manusia tidak bisa berbuat
sesuka hatinya, karena semua perbuatan ada balasan dari Allah SWT.%
Menurut Ahmad lzzan dan Syahri Tanjung, asas illahiah dibagi
menjadi dua bagian, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rubuwiyah.
Tauhid uluhiyah merupakan keyakinan kepada Allah akan keesaan
Allah dan sadar bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik
Allah, sedangkan Tauhid rubuwiyah merupakan keyakinan bahwa
rezeki semua makhluk telah ditentukan oleh Allah SWT.3*

2) Asas kebebasan (Al-Hurriyah)
Asas kebebasan adalah prinsip dasar berakad dalam bermuamalah.
Dalam membuat perjanjian akad pihak-pihak mempunyai kebebasan,
seperti objek perjanian ataupun persyaratan lainnya, termasuk

penyelesaian apabila terjadi sengketa. Legalitas perjanjian bisa

33 Mardani, Figh..., hal. 91
34 1bid., hal. 92



3)

4)

5)

6)

diragunakan dan dikatakan tidak sah apabila ada unsur paksaan dan
pemasungan kebebasan bagi para pihak. 3

Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan
bermuamalah. Masing-masing manusia memiliki kelebihan dan
kekurangan. Dengan demikian, hendaknya sesama manusia saling
melengkapi dalam kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, dalam
melakukan suatu perikatan manusia mempunyai kesempatan yang
sama.%

Asas Keadilan (Al-‘Adalah)

Dalam Al-qur’an salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan
adalah adil. Allah menekankan kepada manusia agar berlaku adil
dalam melakukan perbuatan. Karena ketaqwaan itu lebih dekat dengan
manusia yang berbuat adil.®’

Asas Kerelaan (Al-Ridho)

QS An-Nisaa’ ayat 4 menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam
melakukan segala transaksi harus atas dasar suka sama suka atau
kerelaan, tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-
statement. Transaksi dilakukan dengan cara yang batil jika hal tersebut
tidak dipenuhi. 8

Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

% 1bid.

% 1bid., hal. 93
37 1bid., hal. 94
% 1bid., hal. 97



Dalam segala bidang kehidupan manusia harus berlaku jujur, termasuk
dalam melakukan muamalah. Apabila dalam perikatan tidak
menerapkan kejujuran, maka legalitas perikatan tersebut akan rusak.
Selain itu, apabila dalam perikatan terdapat ketidakjujuran , maka

diantara para pihak bisa timbul perselisihan. 3

7) Asas Tertulis (Al-Kitabah)

QS. Al-Bagarah ayat 282-283 menyebutkan bahwa Allah SWT
menganjurkan kepada manusia agar menulis suatu perikatan yang
dilakukan, menghadirkan saksi-saksi, dan yang melakukan perikatan
dan yang menjadi saksi diberikan tanggung jawab.*

Selain itu, apabila melakukan suatu perikatan tidak tunai, maka
dianjurkan memegang suatu benda sebagai jaminannya. Alat bukti atas
terjadinya perikatan tersebut adalah adanya tulisan, saksi, dan/atau

benda jaminan. 4

d. Berakhirnya Akad

Menurut para ulama figh, berakhirnya suatu akad apabila sebagai

berikut:

1) Masa berlaku akad telah berakhir, apabila dalam akad ada tenggang

waktu.

2) Pihak-pihak yang berakad membatalkan, apabila sifat akad itu tidak

mengikat.*?
3 Ibid.
“0 Ibid., hal. 98
4 1bid.
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3) Pada akad yang bersifatnya mengikat, akad dapat dianggap berakhir
apabila: (a) fasad dalam jual beli, seperti mengandung unsur penipuan,
tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat; (b) Adanya khiyar
syarat, khiyar rukyah, khiyar aib; (c) salah satu pihak tidak
melaksanakan akad; (d) tujuan akad telah tercapai dengan sempurna.

4) Ada yang meninggal dunia dari salah satu pihak. Ulama figh
berpendapat bahwa akad otomatik tidak semua dapat berakhir dengan
wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad. Akad yang bisa
membuat akad berakhir dengan salah satu pihak meninggal, yaitu
gadai, sewa menyewa, wakalah, kafalah, syirkah, muzara’ah.*®

e. Implikasi Akad
Akad yang sudah terjadi akan memiliki pengaruh (akibat hukum).

Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh khusus ataupun pengaruh umum.

Pengaruh khusus adalah pengaruh dari asal akad atau tujuan utama dari

akad. Sedangkan pengaruh umum adalah pengaruh yang berserikat dalam

setiap akad atau keseluruhan dari hukum dan hasilnya.**
3. Istishna’

a. Pengertian Istishna’

Secara etimologi, istishna’ berasal dari kata &= yang artinya

membuat sesuatu dari dasar. Kata g<=: — au= mendapat tambahan

43 1bid., hal. 109
44 Rozalinda, Fikih..., hal. 53



hamzah dan ta’ sehingga menjadi auaivy — auaisl | [stishna’ berarti
meminta atau memohon dibuatkan. 4
Ibn Abidin menjelaskan secara etimologis istishna’ adalah
Gn ol 3 gl (Axiiall o Bl 50 4 38) g Gl W 8 Gl
mj@@\uﬁmussmu‘mwyw@aw\@u\
A s (g | 4 a b o ) (e dadial s ) izl

Istishna’ adalah meminta kepada seorang pengrajin untuk membuatkan
suatu barang. Al-shana’ah yang berarti suatu kerajinan berupa tulisan
yang dibuat seseorang pengrajin dan pekerjaan tersebut disebut dengan
pengrajin. Lafaz san 'ah merupakan pekerjaan seseorang pengrajin yang
menghasilkan barang atau kerajinan.*®

Pengertian secara terminologi tidak jauh dari definisi secara
etimologis. Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dikutip oleh Panji Adam,

akad jual-beli istishna’ adalah
(1) = sadnda 5o o pada e 20 A ad Lall (e deall il
1d e il 51 (2) 40 Al b Gare o o8 Jae o pila ae dic g
meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus
atas hal yang khusus pula, atau istishna’ adalah akad perjanjian yang
menyatakan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu, yaitu akad
perjanjian untuk membeli suatu barang sesuai dengan kriteria tertentu

yang telah dipesan dan dibuat oleh seorang produsen, dimana barang dan
yang mengerjakannya adalah pihak produsen .4/

Hujji al-Kurdi menjelaskan bahwa akad istishna’ adalah

45 panji Adam, Fikih..., hal. 74
46 |bid.
47 |bid., hal 75



Ua pada s b ball e dall il ga g Liain V)
permintaan seorang konsumen kepada pihak produsen untuk mengerjakan
sesuatu dengan spesifikasi tertentu.*®

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama
tersebut istishna’ adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, orang yang
memesan disebut mustashni’ meminta kepada pembuat yang disebut shani’
untuk membuatkan sesuatu dengan karakteristik khusus.*®

Dalam istishna’, spesifikasi barang harus jelas dan harga barang
yang dipesan harus disepakati di awal akad. Dalam akad istishna’
pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal

akad. Pembayaran bisa dilakukan di awal akad, diangsur, atau di akhir. *

b. Landasan Syariah Istishna’
Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya istishna’ adalah
sebagai berikut:
1) Hadis Nabi Saw. Diceritakan bahwa Nabi Saw. memesan supaya
dibuatkan cincin yang terbuat dari perak. Hadisnya adalah sebagai

berikut:

48 panji Adam, Fikih...,, hal. 75
9 bid.
%0 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar..., hal. 136
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Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi Saw. pada suatu hari hendak
menuliskan surat kepafda seorang raja non Arab. Lalu, dikabarkan
kepada beliau “sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima
surat yang tidak distempel”, maka beliaupun memesan agar ia
dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan
“seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di
tangan beliau”. 5

Nabi Saw. juga memesan kepada seseorang untuk dibuatkan mimbar

masjid. Hadisnya adalah sebagai berikut:
G35 G G gl adle ) a0 G Al A oy Je e
G el 30527 Ul el olvie o 2 1 06 5155 2 S W (&5 Gy LAl
ke 4l giad ¢ G5k Fhe adall CAZE AT G
Dari Sahal r.a. bahwa Nabi Saw. menyuruh seorang wanita Muhajirin
yang memiliki Seorang budak tukang kayu. Beliau berkata
“perhatikanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami”.
Lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi

mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”. °2
2) Hadis Nabi riwayat Tirmizi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara

kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal

atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmimizi dari ‘Amr bin “Auf)

51 Panji Adam, Fikih..., hal. 77
52 bid., hal 78



3) Hadis Nabi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang
lain”. (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
Khudri)

4) Kaidah fikih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 5

5) Menurut Hanafiyah, jual beli istishna’ boleh dilakukan dengan
mempertimbangkan istihsanan, untuk kehidupan manusia yang penuh
kebaikan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam beberapa
waktu dan ulama tidak ada yang mengingkarinya. >*

Akad istishna’ diperbolehkan karena ada ijma’ ulama.>®

c. Rukun dan Syarat Istishna’

Dalam istishna’ ada beberapa hal yang harus dipenuhi yang disebut
dengan rukun istishna’, yaitu orang yang memesan atau mustashni’, orang
yang menjual atau membuat disebut shani’, barang atau objek yang disebut
mashnu’ dan sighat atau ijab gabul.>®

Adapun syarat yang membolehkan transaksi istishna’ yang diajukan
oleh para ulama adalah:

1) Objek transaksi harus jelas spesifikasinya dari segi jenis, macam,

ukuran dan sifat barang.

53 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal. 178
% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar..., hal. 138
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2) Barang yang ditransaksikan merupakan barang yang berlaku dalam
hubungan antarmanusia. Dengan artian barang yang ditransaksikan
tersebut bukan merupakan barang aneh yang tidak dikenal dalam
kehidupan manusia.

3) Tidak diperbolehkan menentukan jangka waktu, apabila ada penetapan
jangka waktu dalam penyerahan barang, maka kontrak akan berubah
menjadi akad salam.®’

d. Sifat Akad Istishna’

Akad istishna’ adalah akad ghair lazim (tidak mengikat), baik bagi
shani’ (produsen) maupun mustashni (pemesan). Bagi masing-masing
pihak memiliki hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad
dan sebelum mustashni melihat barang boleh meninggalkan akad. Jika
mustashni belum melihat barang yang dibuat skani’ maka shani boleh
menjual barang tersebut dan karena akadnya ghair lazim maka hukumnya
sah.>®

Menurut Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya
mengelompokkan akad istishna’ ke dalam akad yang tidak mengikat
(ghair lazim). Oleh karena itu, keduanya boleh mengundurkan diri dari
akad istishna’ sebelum barang diserahkan. Hasil produksi yang dibuat
produsen boleh dijual kepada orang lain, sama halnya dengan pemesan

diperbolenkan untuk membatalkan pemesanannya. Apabila shani’

57 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar..., hal. 138.
%8 panji Adam, Fikih..., hal 79



membawa barang pesanan ke hadapan mushtashni’ maka gugur hak
khiyar-nya. Itu berarti, ia rela barang itu menjadi milik mushtashni’.
Apabila mushtashni’ melihat barang, ia mempunyai hak khiyar untuk
membatalkan atau meneruskan akad. Demikian Abu Hanifah dan
Muhammad karena sesungguhnya hak khiyar ru’yah, berbeda dengan
shani’ ia menjual apa yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak
khiyar.
e. Hikmah Disyariatkannya Istishna’

Pada era modern seperti sekarang ini dan dengan berkembang
pesatnya produk-produk yang telah ada tidak cukup memenuhi kebutuhan
serta tuntutan manusia. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia
terhadap produk-produk, sehinggga harus menciptakan produk-produk
baru untuk memenuhi selera dan kebutuhan manusia. Pihak produsen
dalam kondisi seperti ini mengkreasikan dan menginovasi produk-produk
yang sesuai dengan selera mereka sehingga pihak produsen mendapatkan
keuntungan. Tak hanya produsen, pihak konsumen juga mendapat
keuntungan. Kebutuhan dan selera mereka dapat terpenuhi baik dari segi
bentuk maupun kualitasnya. Pihak produsen dan pihak konsumen
keduanya sama-sama mendapat kemaslahatan.

f. Skema Istishna’
Skema akad istishna’ adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skema akad istishna’



1. Pesanan dengan

> 2 Negosi < Spesifikasi
Akad Istishna’
PRODUSEN 3. Bayar dimuka, PEMBELI
(SHANT) dicicil (MUSTASHNI)
A
5. Kirim Barang
» 4. Produksi sesuai
Pesanan — MASHNU ——
Penjelasan:

a. Pembeli (mustashni’) memesan pesanan dengan spesifikasi tertentu
kepada produsen (shani’).

b. Pembeli (mustashni’) dan (shani’) bernegosiasi dan melakukan akad
istishna’.

c. Pembeli (mustashni’) membayar di muka atau dicicil.



d. Produsen (shani’) memproduksi objek (mashnu’) sesuai dengan
spesifikasi yang diminta pembeli.
e. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli

(mustashni’). >

4. Konveksi
a. Pengertian Konveksi
Konveksi merupakan industri pembuatan pakaian yang dibuat
secara massal. Konveksi adalah sebuah industri berskala kecil yang
setara dengan rumah tangga. Sebuah konveksi pada umumnya memiliki
mesin jahit tidak lebih dari 20 buah dan satu mesin obras.®
Dengan adanya konveksi di Indonesia mampu menunjang
kemajuan industri pakaian di Indonesia . Konveksi tidak hanya membuat
pakaian dari pemesan yang berada pada pasar lokal saja, namun konveksi
juga menerima mengerjakan proses jahit sebuah pabrik garmen untuk
membuat pakaian jadi yang berskala besar untuk pasar lokal ataupun
pasar ekspor.
b. Produk Konveksi
Produk yang dibuat dalam konveksi adalah pakaian jadi yang
siap dipakai. Pakaian siap pakai tersebut seperti kemeja, jaket, celana dan

sebagainya.

%9 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal. 97
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